SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 104 TAHUN 2013

TENTANG

DAMPAK NEGATIF, KOMPENSASI, DAN TATA CARA PEMBERIAN
KOMPENSASI YANG DITIMBULKAN OLEH KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH

Menimbang

Mengingat

DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu mengatur
tentang dampak negatif, kompensasi, dan tata cara
pemberian kompensasi yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Dampak Negatif, Kompensasi, dan Tata
Cara Pemberian Kompensasi yang Ditimbulkan Oleh
Kegiatan Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan
dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);



14 .Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen tahun 2011 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAMPAK NEGATIF,

KOMPENSASI, DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
YANG DITIMBULKAN OLEH KEGIATAN PENANGANAN
SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen atau dengan
sebutan lain.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di
tempat pemrosesan akhir sampah.

Relokasi Penduduk adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak
negatif ke tempat yang lebih aman.

Pemulihan Lingkungan adalah kegiatan mengembalikan kondisi
lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya.

. Biaya Kesehatan dan Pengobatan adalah biaya perawatan dan pengobatan

di rumah sakit atau puskesmas.



BAB II
DAMPAK NEGATIF DAN KOMPENSASI

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakibatkan oleh:
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. pencemaran air;

. pencemaran udara;
. pencemaran tanah;
. longsor;

. kebakaran;

ledakan gas metan; dan/atau

. hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber

penyebaran penyakit.

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(1)
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. relokasi penduduk;

. pemulihan lingkungan;

. biaya kesehatan dan pengobatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah;

. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, antara lain penyediaan

sarana air bersih dan prasarana pengolahan air limbah; dan/atau

. kompensasi dalam bentuk lain, antara lain bantuan rehabilitasi rumah

tinggal dan bantuan rehabilitasi jalan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 3

Bupati dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

(2) Kewenangan Bupati untuk memberikan kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Tata cara pemberian kompensasi adalah sebagai berikut:

a.

pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya
kepada Kepala Dinas;

bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah surat
keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang
menyatakan bahwa gangguan kesehatan diakibatkan adanya dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal permohonan kompensasi harus memberikan keputusan
menerima atau menolak permohonan pemohon sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

Kepala Dinas dalam memberikan keputusan menerima/menolak
kompensasi melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006




